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PUTUSAN
Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Plk
)\ b\ 2
Sl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , NIK 6271016706990003, tempat tanggal lahir Amuntai, 27

Juni 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Karyawan Toko, tempat kediaman di Kota Palangka Raya,

sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT , NIK 6271010807950010, tempat tanggal lahir Palangka
Raya, 08 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Kota Palangka
Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada Nomor
411/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 M. bertepatan dengan 13
Jumadil Awwal 1441 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan
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Akta Nikah Nomor 11/11/1/2020 tanggal 08 Januari 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman
di Kota Palangka Raya, Kota selama 3 tahun dan sebagai tempat kediaman
bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak,
bernama ANAK KANDUNG 1|, NIK 6271013105200004, tempat lahir di Palagka
Raya, tanggal 31 Mei 2020, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Belum
Sekolah, dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
yang terus menerus disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

b. Tidak terbuka mengenai penghasilan kepada Penggugat;

c. Tergugat mempunyai sifat tempramental dan sering marah-marah kepada
Penggugat;

d. Tergugat pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat;

e. Apabila terjadi peertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata
kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak
sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 24 Mei 2023 karena Penggugat
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara
Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan ;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
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sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT (Alm));

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
telah hadir di muka sidang;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat
dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan
Mediator Drs. H.M. Azhari, M.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor
411/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 06 Desember 2023 dan berdasarkan Laporan
Mediator tanggal 13 Desember 2023 mediasi tidak berhasil mencapai
kesepakatan;

Bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan
dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diberitahukan dalam
persidangan dan juga ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta
ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
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dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di

persidangan setelah mediasi;
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 6271016706990003
atas tanggal 01 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan
Tengah, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/1/2020 tanggal 08 Januari
2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI |, tempat tanggal lahir Kandangan, 06 April 1969, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Bibi Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Januari
2020;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
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di Kota Palangkaraya, terakhir tinggal di Kota selama 3 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
dan ikut Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saksi pernah
melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak Januari 2021;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat, tidak terbuka dengan penghasilannya, dan berhutang
tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Mei 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman
bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan
pertanyaan apapun;

2. SAKSI I, tempat tanggal lahir Pondok Babaris, 17 November 1996, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah teman Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
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isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Januari
2020;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di Jalan Adonis Samad, terakhir tinggal di Kota selama 3 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
dan ikut Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saksi pernah
melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak Januari 2021;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat, tidak terbuka dengan penghasilannya, bersifat
temperamental dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Mei 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman
bersama dan tinggal di Kota Palangka Raya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan
oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan
pertanyaan apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
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dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
selalu hadir di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama
tanggal 6 Desember 2023, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat
tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain
untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di
luar hadirnya Tergugat (contradictoir);

Upaya Damai.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh
Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud
ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan
Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs.
H.M. Azhari, M.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal
06 Desember 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023
mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat yang pada pokoknya bahwa sejak Januari 2021 mulai tidak harmonis

sering berselisin disebabkan Tergugat tidak  memberikan nafkah kepada
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Penggugat, tidak terbuka mengenai penghasilan, dan Tergugat bersifat
temperamental, sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat berhutang
kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan antara
Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan meskipun telah

dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan

jawaban karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah mediasi;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena tidak pernah
hadir lagi kepersidangan setelah mediasi, nhamun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa beban pembuktian juga didasarkan kepada alasan
perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yakni adanya pertengkaran dan
perselisihan. Sebagaimana ditentukan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebelum Majelis
Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-
saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap
pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH
Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,
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dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan
Agama Palangka Raya maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a
dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palangka
Raya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan
antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan
demikian Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat,
dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1

angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya
telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat
dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena masalah Tergugat tidak
memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah
penghasilannya, dan Tergugat bersifat temperamental serta suka berhutang tanpa
sepengetahuan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Dan selama itu keduanya sudah
tidak ada komunikasi, dan tidak pernah kumpul lagi serta keduanya sudah
dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu
yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materil
keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal
308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum.
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-
saksi dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan

dikaruniai anak 1 (satu) orang ;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih
karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak
terbuka masalah penghasilannya, bersifat temperamental dan berhutang

tanpa sepengetahuan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
6 (enam) bulan;

4, Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada komunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah kumpul

bersama lagi;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup

rukun kembali meskipun telah ada penasihatan dan perdamaian;
Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim
untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah
tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan
Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana
pendapat ulama dalam Kitab Al-Fighul Islami wa Adilatuhu Juz VIl halaman 529
yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang

berbunyi:
Yosyabillizs g )l paVlasbly
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Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan
Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat
menceraikan mereka dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang
dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat
dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat
tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat
tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa:
cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu
pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma
hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang

terkandung dalam Al-quran yaitu:

b fa P "
A L PRI LA B - [
Az J3 EBd g Al lxa g =+ gl b g 3

T R F s ,='jr:§ N A 35 o T4 Ei'g‘.".? .
suall e and e 0 e

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasihati dalam ruang sidang untuk
kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun
Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Dengan demikian
Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli figh dalam Ghayatul Maram dan
diambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

Al dal ol 4dds 3l lea il da il A

) ade ikl 13

Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim
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boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisin dan bertengkar
terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan
dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan
membawa mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dari pada maslahat atau
kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut
melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi
keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW
riwayat Imam Ahmad dan lbnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz I
halaman 203 yang berbunyi:

HrioYs 0
Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan

tlladdl cd> e pado dwlao]l )
Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.
Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya
harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Inpres Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu
bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan
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dan berkaitan dengan petitum Penggugat nomor 5 maka berdasarkan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan.

MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Penutup.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Siti Fadiah, S.Ag. M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Baihaqi dan H. Muammar, S.H.l., M.H ,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mursitin, S.H sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd.

Siti Fadiah, S.Ag. M.H.
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Hakim Anggota Hakim Anggota,
ttd. ttd.
Drs. H. Akhmad Baihagqi H. Muammar, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd.

Hj. Mursitin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000
- Proses Rp. 75.000
- Panggilan Rp. 300.000
- PNBP Panggilan P+T Rp. 20.000
- Redaksi Rp. 10.000
- Meterai Rp. 10.000
Jumlah Rp. 445.000

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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